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Abstract
Disparitas telah mengubah cara pandang dan moralitas manusia terhadap hukum pidana, pada saat yang sama, kebijakan pemerintah telah membuat suatu regulasi yang jelas terhadap tegaknya keadilan hukum. Studi ini berpendapat bahwa hukuman bagi  para pelaku kekerasan seksual pada anak yang tidak adil telah menyebabkan disparitas dalam hukum pidana. Studi ni menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan memakai observasi, wawancara, dan tinjauan kebijakan dan berbagai data yang bersumber secara online ataupun offline. nantinya dapat memberikan gambaran secara objektif bagaimana disparitas terjadi dalam hukum pidana. Sebagaimana yang ditujukan dalam penelitian sebelumnya tentang hukuman bagi para pelaku kekerasan seksual pada anak telah mengabaikan keadilan bagi anak korban kekerasan seksual dan juga moralitas karena telah menjadi objek yang lemah dalam realitas sosial. Lembaga hukum tidak mampu  menegakkan keadilan secara otonom, semua hal tersebut dibatasi oleh beragam pertimbangan sehingga penegakan hukum yang berkeadilan gagal ditegakkan. Dengan demikian diperlukan suatu pembahasan untuk menghadirkan hukum yang adil berbasis ketuhanan
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Introduction 
Kekerasan seksual pada anak menjadi babak baru yang menempatkan anak-anak pada posisi yang dirugikan, dampak dari kekerasan seksual terhadap anak bukan hanya dalam bentuk kerugian secara fisik, akan tetapi dapat juga berimbas pada psikis anak yang mengalami kekerasan seksual, KemenPPPA memperlihatkan setidaknya sepanjang tahun 2021 telah terjadi 1.191 kasus kekerasan seksual terhadap anak [footnoteRef:1]. Kekerasan seksual itu bahkan terjadi dari lembaga yang sejatinya menjadi pelindung dan pengayom anak-anak sebagai harapan masa depan bangsa [footnoteRef:2]. Seperti yang terjadi di Pondok Pesantren di berbagai wilayah [footnoteRef:3]. Tidak hanya itu, kekerasan seksual juga terjadi di rumah ibadah sebagaimana yang terjadi di Gereja Depok Paroki Santo Herkulanus  [footnoteRef:4]. Kekerasan seksual terhadap anak terus terjadi dari masa ke masa, hampir separuh anak-anak korban kekerasan seksual berada dalam tekanan psikis yang berat. Rahman mengatakan bahwa anak sejatinya mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan seksual sesuai amanah Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 [footnoteRef:5]. Dengan demikian, menurut Sholeh [footnoteRef:6] Perlindungan hukum pada anak harus dapat diaplikasikan dengan adil, sehingga tidak terjadi kekerasan seksual selanjutnya. [1:  Raynaldo Ghiffari Lubabah, “KemenPPPA Catat Kekerasan Seksual Tertinggi Sebanyak 7.191 Kasus,” Jumat, 4 Juni 2021 13:55, 2021.]  [2:  Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, Sistem Peradilan Pidana Anak (Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Yustisia, 2015).]  [3:  Dony Indra Ramadhan, “Fakta-Fakta Pemerkosaan 12 Santriwati Oleh Guru Pesantren Di Bandung,” Kamis, 09 Desember 2021 08:14 WIB, 2021; Adhar Muttaqin, “Ucapan Ustaz Cabul ‘Sama Guru Harus Nurut’ Lancarkan Aksi Perdayai 34 Santriwati,” Minggu, 26 September 2021 13:22 WIB, 2021; Chuk Shatu Widarsha, “Ustaz Yang Cabuli 3 Santriwati Dikenal Punya Modus Tes Keperawanan,” Selasa, 21 Januari 2020 16:40 WIB, 2020; Hermawan Mappiwali, “Terungkap! Pimpinan Ponpes Di Sulsel Cabuli 3 Santriwati Saat Setor Hafalan,” Jumat, 12 Nov 2021 15:21 WIB, 2021.]  [4:  Ade Ridwan Yandwiputra, “Terpidana Kekerasan Seksual Anak Di Gereja Depok Bayar Uang Restitusi Ke Korban,” Senin, 29 November, 2021.]  [5:  Rahman, “Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang N0. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Perkara Tindak Pidana Perdagangan Anak (Child Trafficking),” Legal Opinion 5, no. 1 (2017).]  [6:  (2001)] 

Studi tentang kekerasan seksual selama ini cenderung menempatkan perempuan dan anak-anak sebagai korban yang terabaikan dalam perlindungan hukum [footnoteRef:7], kekerasan seksual merupakan suatu tindakan seringkali dilegitimasi oleh kekuasaan dan juga pemaksanaan [footnoteRef:8]. Perempuan dan anak-anak seringkali dijadikan sebagai objek yang lemah untuk mendapatkan keadilan dalam tindak pidana kekerasan seksual [footnoteRef:9], hal tersebut kemudian membuat kekerasan seksual terhadap anak terus terjadi secara terus menerus [footnoteRef:10]. Tindak kekerasan seksual memiliki begitu banyak ragam, baik itu dalam bentuk pemerkosaan, pelecehan, dan juga diskriminasi seksual, bahkan kekerasan seksual juga merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari konflik yang terjadi.[footnoteRef:11] Korban kekerasan seksual seringkali belum mendapatkan keadilan baik secara hukum ataupun secara psikis, seringkali pelaku kekerasan seksual mendapatkan hukuman yang berbeda, tidak adanya hukum berkeadilan tersebut kemudian membuka ruang bagi pelaku untuk melakukan kekerasan seksual. [7:  H. Maulana Wadong, Advokat Dan Hukum Perlindungan Anak (Jakarta, Indonesia: PT. Grasindo, 2000).]  [8:  Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan (Bandung, Jawa Barat, Indonesia: PT. Refika Aditama, 2001).]  [9:  Muhammad Rustamaji, “Biomijuridika: Pemikiran Ilmu Hukum Pidana Berketuhanan Dari Barda Nawawi Arief,” Undang: Jurnal Hukum 2, no. No. 1 (2019): 193–222, https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.193-223.]  [10:  Ingunn Bjørnseth and Attila Szabo, “Sexual Violence Against Children in Sports and Exercise: A Systematic Literature Review,” Journal of Child Sexual Abuse 27, no. 4 (May 19, 2018): 365–85, https://doi.org/10.1080/10538712.2018.1477222.]  [11:  Pinky Mahlangu et al., “Preliminary Evidence of Promise of a Sexual Violence Risk Reduction Intervention for Female Students in South African Tertiary Education Institutions,” Global Public Health, November 13, 2021, 1–17, https://doi.org/10.1080/17441692.2021.1998574; James Garbarino, “Born of War: Protecting Children of Sexual Violence Survivors in Conflict Zones,” Global Public Health 5, no. 4 (July 1, 2010): 447–48, https://doi.org/10.1080/17441691003641807; Myriam Denov and Antonio Piolanti, “Identity Formation and Change in Children and Youth Born of Wartime Sexual Violence in Northern Uganda,” Journal of Youth Studies 24, no. 9 (October 21, 2021): 1135–47, https://doi.org/10.1080/13676261.2020.1801994.] 

Tulisan ini ditujukan untuk melengkapi kekurangan yang ada dengan mengalisis bagaimana kekerasan seksual terhadap anak terus terjadi karna disebabkan belum adanya keadilan dalam hukum, hukum yang berkeadilan dibutuhkan bagi anak-anak korban kekerasan seksual, nantinya diharapkan dapat mewujudkan hak-hak anak dalam pelindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual. untuk itu, setidaknya terdapat tiga pertanyaan yang dapat diajukan diantaranya: (1) bagaimana Disparitas dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak; (2) bagaimana penegakan hukum terhadap tidak pidana kekerasan seksual terhadap anak;  (3) bagaimana implikasi dari disparitas hukum dalam perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual. Ketiga pertanyaan tersebut menjadi jalan bagi usaha menjelaskan bagaimana disparitas hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, sehingga nantinya dapat menghadirkan hukum yang berkeadilan.
Tulisan ini didasarkan pada suatu argument bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan sesksual belum mendapatkan hukuman yang adil, seringkali putusan pengadilan kepada para pelaku berbeda, hal tersebut tentunya memberikan ketidakadilan hukum bagi anak korban kekerasan seksual, diantara beberapa bentuk disparitas tersebut hakim ada yang mejatuhkan vonis 7 tahun, 8 tahun, 8,5 tahun, hingga 20 tahun penjara. Disparitas hukum pada kasus kekerasan seksual terhadap anak terus terjadi, selama belum adanya hukum yang berkeadilan untuk para korban kekerasan seksual. Pada akhirnya keadilan hukum harus dikuatkan sebagai aturan yang berlaku dalam lingkungan rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. sehingga anak korban kekerasan seksual mendapatkan keadilan baik secara hukum positif, hukum adat, dan hukum agama.
Studi ini mengkonsepsikan anak sejalan dengan apa yang dikonsepsikan oleh Chan and Heide (2008)[footnoteRef:12] merupakan kelompok individu yang berusia 18 tahun ke bawah. Studi ini hanya fokus membahas kasus, perlakuan, dan implikasi terhadap disparitas hukum terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak. Sejalan dengan itu, disparitas hukum terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak dipilih menjadi objek dalam studi ini didasarkan atas tiga pertimbangan, yaitu; Pertama, persoalan anak korban kekerasan seksual merupakan isu sentral yang belum diperhatikan secara komprehensif dalam studi-studi sebelum nya; Kedua, disparitas hukum terahadap pelaku kejahatan seksual merupakan sebuah praktik yang harus dijelaskan secara kontekstual, karena praktik tersebut mempunyai motif yang sangat penting untuk dianalisis sebagai sebuah lesson learned; Ketiga, Disparitas hukum terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak secara dominan telah mengabaikan kesejahteraan subyektif anak pasca mengalami kekerasan seksual ke arah yang lebih negatif. Ketiga pertimbangan tersebut menjadi dasar bagi studi ini untuk memilih disparitas hukum terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak berbasis religius sebagai fokus pembahasan, yang diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif baik secara empiris maupun konseptual.  [12:  Heng Choon (Oliver) Chan and Kathleen M. Heide, “Weapons Used by Juveniles and Adult Offenders in Sexual Homicides: An Empirical Analysis of 29 Years of US Data,” Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling, 2008, https://doi.org/10.1002/jip.87.] 

Studi ini bersifat deskriptif kualitatif yang didasarkan pada data primer dan sekunder. Data primer yang digunakan dalam studi ini berupa deskripsi teks berita online, yang diperoleh melalui proses pencarian dan pembacaan dengan menggunakan kata kunci pencarian “kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia” melalui mesin pencarian Google. Hal tersebut difokuskan pada judul-judul berita dan menghasilkan tiga tema dominan, diantaranya; kasus kekerasan seksual terhadap anak, hukuman pelaku kejahatan seksual pada anak, dan kondisi anak pasca megalami kekerasan seksual. Dari tiga tema tersebut, kemudian dilakukan eksplorasi terhadap isi secara mendalam untuk menemukan bentuk, perlakuan, dan implikasi dari disparitas hukum terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak berbasis religious sebagai temuan penting dalam studi ini. Sejalan dengan itu, studi ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui website, buku, dan artikel jurnal yang relevan. 
Proses analisis data dalam studi ini berlangsung melalui tiga tahapan, diantaranya; Petama, proses mereduksi data, yaitu proses yang dilakukan untuk menata data ke dalam bentuk yang lebih sistematis; Kedua, proses menampilkan data, yaitu proses untuk mendeskripsikan data hasil penelitian dalam bentuk tabel berisikan kutipan dari ringkasan isi berita online yang telah dikalasifikasikan; Ketiga, proses memverifikasi data, yaitu proses untuk menyimpulkan data berdasarkan kecenderungan dari data yang telah diklasifikasikan. Dari ketiga tahapan tersebut, memungkinkan untuk dilakukannya analisis tematik pada data secara induktif, untuk kemudian dilakukan proses restatemen sebagai dasar interpretasi dan refleksi pada data. Tahapan analisis dan teknik analisis yang digunakan memungkinkan untuk dirumuskan sebuah kesimpulan atas bentuk, perlakuan, dan implikasi terhadap disparitas hukum terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak berbasis religius
Discussion 
Abiguitas Hukum Kekerasan Seksual
Tindak pidana kekerasan seksual seringkali terjadi menimpa anak-anak dan perempuan sebagai objek yang tidak berdaya, sebagaimana kekerasan seksual dialami oleh para korban yang merupakan anak-anak dibawah usia dilakukan oleh orang tua, paman, saudara, dan bahkan oleh guru yang sejatinya merupakan tuntunan dan panutan bagi anak-anak dalam menjalani kehidupan dalam masyarakat sehari-hari. Anak-anak korban kekersan seksual tidak mendapatkan kepastian hukum dalam permasalahan penegakkan hukum yang berkeadilan sehingga hak-hak anak tidak dilanggar. Penegakan hukum berkeadilan menjadi batas yang melindungi anak-anak dari kekerasan seksual, permasalahan terbesar dari penegakan hukum biasanya disebabkan oleh penegak hukum itu. Kekerasan seksual merupakan bagian dari kejahatan moral dan norma dalam setiap agama di dunia, nilai-nilai religious tersebut bersifat universal, sejatinya kekerasan seksual dapat dihindari dengan peran agama sebagai way of life dan dibantu dengan nilai-nilai kultur dalam masyarakat Indonesia yang dikenal dengan kultur ketimuran.
Kekerasan seksual terhadap anak seringkali belum mendapatkan keadilan hukum yang jelas, hal ini disebabkan ambiguitas hukum pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang terkesan kurang mempertimbangkan keadilan bagi anak korban kekerasan seksual yang telah mengalami kerugian besar baik secara moril ataupun materil. pelaku kekerasan seksual pada anak selayaknya mendapatkan hukuman yang setimpal sebagai akibat perbuatan yang telah dilakukannya. Ketidakjelasan hukum tersebut juga dipengaruhi oleh sumber hukum yang menjadi sumber hakim menjatuhkan hukuman pada pelaku kekerasan seksual pada anak. Dengan demikian ketidak jelasan hukum terjadi selain disebabkan oleh payung hukum yang belum sama dalam menentukan jenis hukuman pada pelaku kekerasan seksual, kemudian adalah faktor pemahaman hakim terhadap dampak dari kekerasan seksual pada korban dalam mempertimbangkan sanksi hukuman bagi pelaku. 

Ketidakpastian hukum terhada pelaku kekerasan seksual disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya banyak UU Pidana terkait dengan kekerasan seksual pada anak, baik yang tercantum dalam UUD 1945 KUHP, UU Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga mengeluarkan,  UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), Komisi Nasional Perempuan dan Anak, dan Komisi Perlindungan Indonesia (KPAI). Semua lembaga dan payung hukum tersebut juga memiliki ketentuan tersendiri dalam menentukan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. sehingga membuat ambiguitas atas penegakan hukum itu sendiri, sejalan dengan itu Fred (2021) mengatakan bahwa keadilan harus sejalan lurus dengan payung hukum yang kuat dan jelas, walaupun terkadang putusan hakim juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagaimana faktor fakta persidangan dan faktor humanisme dalam menentukan putusan hukum bagi pelaku. Oleh karena itu hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual harus memiliki ketegasan dan kejelasan yang tegas juga jelas, setidaknya hukuman yang diterima setimpal dengan tindakan yang telah pelaku lakukan terhadap korban, dan terwujudnya asas hukum berkeadilan. 
Vonis hukum bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum menyentuh rasa keadilan bagi korban, hal tersebut dapat dilihat hukuman yang diterima oleh pelaku jauh lebih ringan dari dampak yang diterima oleh korban, ketidak jelasan hukum ini kemudian tidak begitu menimbulkan efek jera bagi pelaku, seringkali pelaku melakuakn kejahatan yang sama setelah selesai melaksanakan hukumannya. Di sisi lain, vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap pelaku kekerasan seksual juga berbeda-beda, sebagaimana A yang dijatuhi dengan hukuman 1 tahun penjara, sedangkan dengan kasus yang sama B dijatuhi putusan 8 tahun penjara, hal tersebut memperlihatkan kesenjangan hukum antara para pelaku di mata hukum.
	Masih banyaknya ketimpangan dalam penegakan hukum terhadap kekerasan seksual pada anak membuka ruang bagi para pelaku kekerasan untuk melakukan kejahatan seksual, di balik itu korban yang menjadi objek dari tindak pidana tersebut mengalami kerugian besar dalam kehidupan dan kehilangan hak-hak mereka sebagai anak-anak. Kerugian tersebut dapat berupa trauma berkelanjutan, hilangnya hak dalam Pendidikan disebabkan putus sekolah akibat dari kekerasan seksual, dan hak reproduksi yang semestinya belum waktunya untuk mereka alami. Berbanding terbalik dari korban para pelaku hanya mendapatkan kerugian dengan vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan dan sangsi social, hal tersebut terus seringkali tidak memberikan efek jera bagi pelaku, bahkan terkadang para pelaku yang telah dibebaskan dari masa tahanan masih melakukan Tindakan kekerasan seksual dengan korban-korban lainnya. Dengan demikian hukuman bagi pelaku kekerasan seksual wajib ditegakkan dengan keadilan mutlak dan menjadi ultimatum bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan tindak pidana kekerasan seksual pada anak.
Disparitas hukum pidana dalam kekerasan sesksual yang tidak ditegakkan secara adil akan menimbulkan efek yang sangat besar bagi korban-korbannya disebabkan ketidakadilan proses hukum [footnoteRef:13]. Namun, kekerasan seksual dapat saja terjadi bukan berdasarkan rasa ingin memiliki saja, ada begitu banyak faktor yang mendasari pelaku untuk melakukan kekerasan seksual [footnoteRef:14]. Faktor biologis dan sosial misalnya, karena kekerasan seksual merusak organ-organ vital korban, bahkan kekerasan seksual tidak jarang  meninggalkan kerusakan fisik. Sedangkan secara sosial korban kekerasan seksual dapat mengalami trauma secara psikologis imbas dari paksaan, ancaman, dan tekanan dari tindak kekerasan seksual tersebut [footnoteRef:15]. Alasan mendasar pelaku melakukan kekerasan seksual tentunya untuk melampiaskan birahi terhadap korban yang tidak memiliki kemampuan untuk bertahan dan melawan dari tindakan tersebut, perempuan dan anak-anak misalnya, merupakan subjek hukum yang lemah seringkali menjadi objek dari kekerasan seksual [footnoteRef:16]. Bahkan tindakan hal tersebut dapat berpotensi menimbulkan kekerasan seksual dalam rumah tangga [footnoteRef:17]. [13:  H Abdurrachman, RA Nugraha, and N Majestya, “Palu Hakim Versus Rasa Keadilan Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi,” 2020, https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=fhr3DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=DISPARITAS+HUKUM+KEKERASAN+SEKSUAL&ots=-_hbJEIu6O&sig=7uFIk-UH4wL3h1IOlJfdi49AShw.]  [14:  Asnath Natar, “Disrupsi Seksualitas Feminis: Meninjau Pelecehan Dan Kekerasan Perempuan Pada Praktik Adat Sifon Masyarakat Suku Atoin Meto,” Musãwa Jurnal Studi Gender Dan Islam 19, no. 1 (2020), https://doi.org/10.14421/musawa.2020.191.57-69.]  [15:  Ine Vanwesenbeeck, “Sexual Violence and the MDGs,” International Journal of Sexual Health 20, no. 1–2 (June 18, 2008): 25–49, https://doi.org/10.1080/19317610802157028.]  [16:  Luh Made Khristianti Weda Tantri, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia,” Media Iuris 4, no. 2 (2021), https://doi.org/10.20473/mi.v4i2.25066.]  [17:  Dara Manista Harwika and Amelia Puspita Sari, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI KOSAN UMUM (STUDI PADA WILAYAH RUNGKUT),” DiH: Jurnal Ilmu Hukum 17, no. 2 (2021), https://doi.org/10.30996/dih.v17i2.5233.] 

Kekerasan seksual dapat terjadi dari lingkup orang-orang terdekat korban kekerasan seksual itu sendiri, salah satunya dalam lingkup rumah tangga[footnoteRef:18] yang nantinya memberikan implikasi lebih besar kepada korban dikarenakan tekanan secara psikologis dan sosial [footnoteRef:19]. Hal tersebut menjadi fenomena tersendiri pada masyarakat, seringkali anak-anak menjadi korban kekerasan seksual selain sebagai subjek lemah untuk melindungi diri juga memiliki ketergantungan yang tinggi sering menjadi kesempatan pelaku dari luar keluarga untuk melakukan kekerasan seksual pelaku biasanya merupakan orang yang dikenal oleh korban.[footnoteRef:20] Hal ini coba dibuktikan oleh Yoga (2017) dengan meilihat kasus kekerasan seksual yang dilakukan pada anak telebih lagi kekerasan fisik dan kekerasan emosional dapat merusak kesehatan psikologis korban.[footnoteRef:21] Studi yang dilakukan pada korban kekerasan seksual di Bengkulu ini mampu memberi bukti nyata bahwa kekerasan seksual pada anak memiliki potensi yang tinggi dilakukan oleh pelaku, apalagi jika pelaku merupakan orang terdekat bahkan satu keluarga. [18:  Bagir Manan, Ali Abdurahman, and Mei Susanto, “PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL YANG RELIGIUS: KONSEPSI DAN TANTANGAN DALAM NEGARA BERDASARKAN PANCASILA,” Jurnal Bina Mulia Hukum 5, no. 2 (March 26, 2021): 176–95, https://doi.org/10.23920/JBMH.V5I2.303.]  [19:  A Jamaludin - JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan and undefined 2021, “Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual,” Journal.Cicofficial.Com 3, no. 2 (2021): 1–10, https://doi.org/10.51486/jbo.v3i2.68.]  [20:  S Linggama - Lex Crimen and undefined 2018, “Pelaksanaan Pemeriksaan Praperadilan Berkaitan Dengan Masalah Penahanan Bagi Tersangka Oleh Penyidik Menurut UU No. 8 Tahun 1981,” Ejournal.Unsrat.Ac.Id, accessed March 6, 2022, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/20549.]  [21:  Tateki B Yoga Tursilarini Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, KS RI Kementerian Sosial, and Jl Kesejahteraan Sosial No, “Dampak Kekerasan Seksual Di Ranah Domestik Terhadap Keberlangsungan Hidup Anak,” Ejournal.Kemsos.Go.Id, 2017, https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/mediainformasi/article/view/2277.] 

Bentuk kekerasan seksual yang dialami anak di Indonesia tidak jarang muncul dan melibatkan orang-orang terdekat sebagai pelaku dari tindak kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang-orang terdekat tersebut, tidak sedikit dilakukan oleh tetangga, guru, dan bahkan orang tua korban. Kekerasan seksual yang melibatkan orang-orang terdekat anak sebagai pelaku, dapat dilihat melalui tiga pembahasan dibawah ini;
[bookmark: _Hlk111886743]
Tabel 1: Bentuk Kekerasan Seksual oleh Orang Tua
	Bentuk
	Korban
	Kasus
	Sumber

	Pencabulan
	Anak 13 tahun
	A  dicabuli oleh ayah tirinya sebanyak tiga kali dirumahnya di daerah Bogor ketika ibunya sedang berkerja dan korban mengalami trauma untuk pulang kerumah ibunya
	https://news.detik.com/berita/d-5974416/anak-korban-ayah-tiri-cabul-di-bogor-trauma-hingga-takut-pulang-ke-ibu


	Perkosaan
	Anak 14 tahun
	Seorang ayah tega memperkosa anak kandungnya yang berusia 14 tahuan selama 8 bulan, bahkan korban telah hamil akibat permerkosaan tersebut. Korban akhirnya menceritakan kepada kakak perempuannya dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Balaraja. 
	https://news.detik.com/berita/d-5968023/bejat-bapak-di-tangerang-perkosa-anak-gadisnya-hingga-hamil


	Perkosaan
	Anak 13 tahun
	Seorang ayah tiri YPI (29) tega memperkosa anak tirinya yang berusia 13 Tahun hingga hamil 8 bulan, di daerah Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi. Kemudian ibu korban melaporkan persitiwa tersebut di Polsek Kumpeh. Pelaku sendiri telah diamankan Polisi saat berada di Camp Blok-A PT. EWF.
	https://news.okezone.com/read/2021/12/22/340/2521223/ayah-perkosa-anak-tiri-hingga-hamil-8-bulan


	Pencabulan
	Anak 15 tahun
	HA (49) memperkosa anak kandungnya sendiri NS (15) hingga hamil pada tahun 2019. Korban di bawah ke penginapan selanjutnya diperkosa secara paksa oleh ayahnya. Selanjutnya koban ditemani ibunya melaporkan kejadian tersebut  ke Polres Lombak Tengah setelah mengalami pendarahan sebab diberikan minuman keras oleh pelaku untuk mengugurkan janin yang ada dalam kandungan anaknya.
	https://news.okezone.com/read/2021/11/06/340/2497516/ayah-perkosa-anak-gadisnya-berulang-kali-hingga-hamil-divonis-15-tahun-penjara


	Pelecehan seksual
	Anak 11 tahun
	Seorang ayah berinisial A (49) tega memperkosa anak kandungnya sendiri yang berusia 11 tahun, kejadian itu terjadi karna pelaku mengancam anaknya dengan sebilah golok agar anak menuruti kemauan pelaku. Perbuatan itu sendiri tejradi ketika istrinya sedang sibuk di warung. Bahkan menurut pengakuan pelaku, peristiwa bejat itu telah dilakukan sebanyak kurang lebih 20 kali. Mengetahui hal tersebut ibu korban akhirnya melaporkan pelaku ke Polres Depok dan lansung ditindak lanjuti
	https://www.tribunnews.com/regional/2021/09/17/guru-ngaji-lecehkan-3-anak-tetangga-orangtua-sudah-curiga-anaknya-kerap-bawa-uang-saat-pulang



Kekerasan seksual yang dialami anak di Indonesia tidak jarang melibatkan orang-orang terdekat korban sebagai pelaku dari tindak kekerasan seksual, salah satunya adalah orang tua . Berdasarkan tampil dari Figure 1 kekerasan seksual yang dialami anak Indonesia tidak sedikit dilakukan olehorang tua si anak sendiri baik itu merupakan ayah kandung ataupun ayah tiri, di mana kekerasan seksual tersebut muncul dalam bentuk tindakan pelecehan, pencabulan, perkosaan, ditindih, dan diraba-raba. Dimana usia anak yang menjadi korban dari kekerasan seksual yang dilakukan tentangganya tersebut berada dikisaran usia 11, 13, 15  dan anak dibawah umur 18 tahun. 

Tabel 2: Bentuk Kekerasan Seksual oleh Guru.
	Bentuk
	Korban
	Kasus
	Sumber

	Fisik dan verbal
	4 Siswi Usia 11 Tahun
	Seorang oknum guru berinisial IS (36) diamankan Polres Pekalongan karena terjerat kasus pelecehan seksual kepada siswi ketika melakukan Ujian .
	https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6187611/cabuli-4-siswi-seorang-guru-sd-di-pekalongan-ditangkap


	Diajak nonton vidio porno dan ciuman
	7 Siswi 

	[bookmark: _GoBack]Seorang Oknum guru di Kota Kediri berinisial IM (37) melakukan pelecehan seksual pada  7 siswinya, sebelum dilaporkan sudah beberapa kali pelaku melakukan mediasi dengan kasus serupa yang membuat pelaku tidak dilaporkan di kantor polisi.
	https://surabaya.kompas.com/read/2022/07/23/082820678/guru-sd-di-kediri-yang-diduga-cabuli-siswa-dipecat-kasusnya-diusut-polisi



	Pencabulan dan pelecehan
	Santriwati 11 orang 
	Kasus pencabulan dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh guru juga terjadi di Sumatera Barat, di mana seorang guru ngaji ZH (58) telah melakukan pencabulan dan kekerasan seksual pada 11 murid ngajinya di bawah umur. Dan pelaku telah diamankan oleh polisi dari Polres Padang Panjang.
	https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6199795/guru-ngaji-cabuli-11-anak-di-sumbar-kpai-buka-suara


	Pencabulan
dan verbal
	2 Santri Mengaji
	Oknum guru ngaji di Batam tega mencabuli 2 orang santrinya di toilet musola di daerah Teluk Bakau, Kecamatan Nongsa, Batam. Pelaku melancarkan aksinya disertai dengan acnaman agar tidak mengadukan hal tersebut kepada orang tua mereka, MS (48) kini telah diamankan di Polsek Nongsa . 
	https://daerah.sindonews.com/read/830021/194/bejat-guru-ngaji-di-batam-cabuli-2-santri-di-toilet-musala-1658149631


	Pelecehan seksual
	18 Santri 
	Seorang oknum guru telah melakukan tindak pelecehan dan kekerasan seksual pada 18 siswinya.  Pelaku berinisial MMT (37) menjadi pengajar di Minahasa Selatan. Setelah salah satu korban menceritakan hal tersebut pada orang tuanya, maka pelaku akhirnya dilaporkan dan ditangkap Polres Minahasa Selatan
	https://regional.kompas.com/read/2021/10/14/212618278/18-siswi-mengaku-jadi-korban-pelecehan-seksual-oknum-guru-di-minahasa




Kekerasan seksual yang dialami anak di Indonesia juga tidak jarang terjadi dilingkungan sekolah anak, dengan melibatkan guru sebagai pelaku dari tindak kekerasan seksual. Jika dilihat melalui tampilan Figure 2 tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh guru tidak sedikit muncul dalam bentuk tindakan pelecehan, pencabulan, fisik, verbal, ciuman, dan diajak menonton film porno. Di mana Siswi Sekolah Dasar, Siswi Sekolah Menengah Pertama, Siswi Sekolah Menengah Kejuruan, dan Santri Wati, merupakan anak yang tidak sedikit menjadi korban dari tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh gurunya. 
Tabel 3: Bentuk Kekerasan Seksual oleh Orang terdekat
	Bentuk
	Korban
	Kasus
	Sumber

	Perkosaan
	Anak 14 tahun

	Seorang paman berinisial F (32) tega melakukan pelecehan seksual terhadap keponakannya sendiri N (14) hingga korban melahirkan seorang bayi, dan kini telah di proses di Polres Bogor
	https://www.grid.id/read/043394841/remaja-14-tahun-diperkosa-paman-dan-tetangga-sampai-hamil-dan-melahirkan-pelaku-kini-masih-bebas-berkeliaran-hingga-buat-korban-ketakutan?page=all
 

	Pekosaan dan pencabulan
	Anak dibawah umur 18 tahun
	Kekerasan seksual pada anak kembali terjadi. Di Padang Sumatera Barat 2 bocah perempuan diperkosa oleh keluarga dekat, yakni kakek, kakak kandung, hingga pamannya sendiri.
	https://www.kompas.tv/article/233280/kekerasan-seksual-2-bocah-perempuan-diperkosa-kakek-kakak-dan-paman 

	Perkosaan
	Anak Sekolah Dasar kelas 4 (SD)
	Kekerasan seksual di Padang dilakukan oleh Kakek, Paman dan kakak korban yang berusia 5 dan 7 tahun, terdapat ter
	https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211118111348-12-722849/dua-anak-di-padang-jadi-korban-pemerkosaan-kakek-paman-kakak


	Perkosaan dan pencabulan
	Anak 18 tahun
	LPS (18) menjadi korban pelecehan dan pemerkosaan oleh ayah dan tetangganya hingga melahirkan anak laki-laki. Pelaku yang tidak laina adalah ayah kandung korban berinisial S (46) dan tetangganya SRN (40) di Cijulang, Pangandaran, dan kedua pelaku telah diamankan di Polres Pangandaran.
	https://cirebon.tribunnews.com/2022/08/16/gadis-disabilitas-dinodai-ayah-kandung-dan-tetangga-hingga-hamil-kini-sudah-melahirkan 

	Disetubuhi
	Anak 12 tahun
	Seorang anak AJ (12) mengalami kekerasan seksual oleh tetangganya sendiri berinisial SR (43). Setelah korban bercerita kepada orang tuanya, korban langsung di bawa ke Polres Tanggerang Selatan.
	https://megapolitan.kompas.com/read/2022/05/10/14463401/bocah-12-tahun-diduga-alami-kekerasan-seksual-oleh-tetangga-ayahnya-lapor 



Jika dilihat melalui tampilan Tabel 3, maka kekerasan seksual yang dialami anak di Indonesia juga tidak sedikit dilakukan oleh orang tua korban sebagai pelaku dari tindak kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang terdekat korban tersebut tidak jarang muncul dalam bentuk tindakan seperti disetubuhi, perkosaan, dan pencabulan. Dimana usia dari anak yang mengalami tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang tua nya tersebut berada dikisaran usia 4, 8, 12, 15, dan dibawah usia 18 tahun. 
Fenomena orang-orang terdekat melakukan kekerasan seksual kepada anak-anak dengan motif tertentu bertujuan agar dapat terbebas dari tuntutan, baik itu tuntutan secara moral, ekonomi maupun hukum kegiatan kriminalitas pada anak bukanlah suatu yang baru. Sebuah studi yang dilakukan oleh Ermaya Sari (2018) untuk mengetahui hubungan kedekatan antara pelaku kekerasan seksual dan korban. [footnoteRef:22] Rohmah  (2015) menemukan bukti bahwa kekerasan seksual sering terjadi bahkan oleh pelaku yang dikenal oleh korban seperti tetangga, guru, ayah kandung, ayah tiri, dan kakek.[footnoteRef:23] Selain beban psikis korban kekerasan seksual juga berdampak pada beban psikologis dalam waktu yang tidak dapat ditentukan.[footnoteRef:24] [22:  Sri Hennyati Ermaya Sari Bayu Ningsih, “Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang,” Neliti.Com 4, no. 2 (2018), https://www.neliti.com/publications/267040/kekerasan-seksual-pada-anak-di-kabupaten-karawang.]  [23:  N Rohmah, … N Rifanda - … Jurnal Psikologi Dan, and undefined 2015, “Kekerasan Seksual Padaanak: Telaah Relasi Pelaku Korban Dan Kerentanan Pada Anak,” Ejournal.Uin-Malang.Ac.Id, 2015, http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/psiko/article/view/6398.]  [24:  I Islawati, I Paramastri - Jurnal Psikologi, and Undefined, “Program ‘Jari Peri’ Sebagai Pelindung Anak Dari Kekerasan Seksual,” Journal.Ugm.Ac.Id 42, no. 2 (2015): 115–28, https://journal.ugm.ac.id/jpsi/article/view/7167; ED Purbararas, “Problema Traumatik: Kekerasan Seksual Pada Remaja,” Journal.Iainkudus.Ac.Id, 2018, http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ijtimaia/article/view/4289.] 

Untuk melihat bagaimana bentuk kekerasan seksual pada anak  yang sering terjadi diantaranya melalui sentuhan, rayuan, gambar visual sebagai bagian dari kontak seksual secara tidak langsung, sedangkan secara kontak langsung kekerasan seksual dilakukan dengan cara diraba atau diperlihatkan hal-hal yang mengarah kepada seksualitas baik secara langsung dan visual serta nantinya kekerasan seksual terhadap anak dapat berupa incest, perkosaan, ekploitasi seksual.[footnoteRef:25]  Dari temuan tersebut dapat dilihat bahwa kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak seringkali dibarengi dengan eksploitasi seksual dari pelaku kejahatan [footnoteRef:26]. Sebagai contoh seorang anak usia 12 Tahun yang menjadi korban eksploitasi seksual oleh ayahnya di kota Surabaya disebabkan faktor ekonomi rumah tangga.[footnoteRef:27] Bahkan di negara Suriah eksploitasi seksual atas perempuan dan anak-anak banyak dilakukan selama konflik dengan imbalan bantuan kemanusiaan [footnoteRef:28]. Oleh karena itu dapat dilihat bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindak kejahatan khusus, terutama terkait eksploitasi seksual yang dapat terjadi dimanapun dan pada siapapun. [25:  Thathit Manon Andini et al., “IDENTIFIKASI KEJADIAN KEKERASAN PADA ANAK DI KOTA MALANG,” Jurnal Perempuan Dan Anak 2, no. 1 (April 21, 2019): 13–28, https://doi.org/10.22219/JPA.V2I1.5636.]  [26:  Nining Sholikhah, “Pendampingan Anak Korban Kekerasan Dan Eksploitasi Seksual Melalui Trauma Healing Dengan Media Teater Di Kota Surakarta,” Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 4, no. 1 (2020): 14–30, https://doi.org/10.29062/engagement.v4i1.71.]  [27:  Alit Kurniasari and Pusat, “Faktor Risiko Anak Menjadi Korban Eksploitasi Seksual (Kasus Di Kota Surabaya),” Ejournal.Kemsos.Go.Id 5, no. 03 (2016), https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/SosioKonsepsia/article/view/251.]  [28:  Ariel I. Ahram, “Sexual Violence, Competitive State Building, and Islamic State in Iraq and Syria,” Journal of Intervention and Statebuilding 13, no. 2 (March 15, 2019): 180–96, https://doi.org/10.1080/17502977.2018.1541577.] 

Disparitas Hukum Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak
Disparitas hukum bukanlah fenomena baru yang terjadi dimasyarakat, terlebih lagi pada masyarakat di negara berkembang [footnoteRef:29]. Walaupun keberadaan penegakan hukum telah mendapat banyak pertentangan baik dari skala nasional ataupun internasional [footnoteRef:30]. Bahkan Indonesia pun menempati salah satu negara dengan begitu banyak  persentase ketimpangan dalam penegakan hukum untuk kasus yang sama [footnoteRef:31]. Suatu disparitas hukum dapat digolongkan sebagai penghambat tegaknya keadilan dalam proses peradilan yang dijalani oleh terdakwa [footnoteRef:32]. Disparitas hukum sudah menjadi hal yang lumrah terjadi pada masyarakat di negara berkembang ini, hal tersebut didasari pada salah satu faktor pendorong utamanya yaitu keterbatasan pemahaman hakim terhapat putusan hukum yang sudah dianggap sebagai hukuman yang tepat sesuai norma yang berlaku dan dapat diterima [footnoteRef:33]. [29:  Matthew Hall, Emily Greenman, and George Farkas, “Legal Status and Wage Disparities for Mexican Immigrants,” Social Forces 89, no. 2 (2010), https://doi.org/10.1353/sof.2010.0082.]  [30:  (JohnKilatu & Kulwa, 2020)]  [31:  RV Sagala, “Ketika Negara Mengatur Kekerasan Seksual,” 2020, https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=ujdMEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA3&dq=DISPARITAS+HUKUM+KEKERASAN+SEKSUAL&ots=lrJpgSQERG&sig=IIW8h0R3NP10CZas68brOXp9nHI.]  [32:  W Ramdani, “DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SELONG NOMOR: 184/Pid. Sus/2017/PN Sel. DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PRAYA NOMOR: 9/Pid,” 2020, http://repository.ugr.ac.id:1015/864/.]  [33:  (Firdaus et al., 2019; Umum et al., 2018)] 

Disparitas hukum sudah tertanam dalam berbagai tingkatan pada sistem hukum yang berkembang ditengah masyarakat [footnoteRef:34]. Selain itu, seperti yang telah disebutkan oleh Kulwa (2020) diatas, terdapat legitimasi negara yang tumpang tindih mengenai batasan sanksi yang diberikan bagi pelaku suatu tindak kejahatan [footnoteRef:35]. Disisi lain, legitimasi yang telah dibuat oleh negara sebagaimana tercantum pada UU No. 8 Tahun 1981 disebutkan bahwa hakim memiliki wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili dan memutuskan suatu perkara maka harus dengan pertimbangan terhadap kebenaran baik secara yuridis , filosofis dan sosiologis [footnoteRef:36]. Dalam prosesnya, UU ini mendapat berbagai pertentangan, salah satu contohnya adalah Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN Mrh dan Putusan Nomor 42/PID/2017/PT BJM yang memvonis terdakwa bersalah sebagai pelaku kejahatan seksual akan tetapi dalam Putusan Banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 42/PID/2017/PT BJM menyatakan bahwa terdakwa dibebaskan dari tuntutan [footnoteRef:37]. Disparitas hukum tersebut terjadi disebabkan oleh keyakinan hakim yang berbeda dalam memahami bukti dakwaan para terdakwa [footnoteRef:38] kasus yang sama juga terjadi diberbagai tempat dan perkara di Indonesia [footnoteRef:39] [34:  Heather J. Smith, “The Doublespeak Discourse of the Race Disparity Audit: An Example of the White Racial Frame in Institutional Operation,” Discourse, 2021, https://doi.org/10.1080/01596306.2021.1931035.]  [35:  Scott Phillips, “Legal Disparities in the Capital of Capital Punishment,” Journal of Criminal Law and Criminology 99, no. 3 (2009): 717–56.]  [36:  (Crimen & 2018)]  [37:  MB Dermawan, “Disparitas Putusan Tindak Pidana Perkosaan (Studi Putusan Nomor 20/Pid. B/2017/Pn Mrh Dan Putusan Nomor 42/Pid/2017/Pt Bjm),” 2018, http://repository.ub.ac.id/14079/.]  [38:  Sagala, “Ketika Negara Mengatur Kekerasan Seksual.”]  [39:  N Rahayu, “Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual Di Indonesia,” 2021, https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=3PwWEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=DISPARITAS+HUKUM+KEKERASAN+SEKSUAL&ots=82qh1kETcq&sig=eoP-6Mx9TURvysmdDp3LPEkPWzI; DE Endraswanto, “Disparitas Pidana Dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kota Depok.,” 2011, http://repository.ubharajaya.ac.id/8658/.] 

Studi ini menunjukan bahwa anak yang menjadi korban dari kekerasan seksual tidak hanya menerima dampak secara fisik dan nonfisik, tetapi juga menerima perlakuan diskriminatif dari masyarakat, sekolah, dan keluarga. Perlakuan diskriminatif dalam konsep [footnoteRef:40] merupakan perlakuan yang tidak setara terhadap individu atau kelompok, berdasarkan kategori-kategori atau atribu-atribut khas seperti ras, etnis, agama, atau kelas sosial, dewasa maupun anak-anak. Oleh karena itu, perlakuan diskriminatif yang di terima anak sebagai korban kekerasan seksual, juga telah menyebabkan terjadinya trauma, penurunan kualitas hidup, dan bahkan tidak sedikit yang berujung pada tindakan bunuh diri. Secara global, perlakuan diskriminatif yang dialami oleh korban kekerasan seksual telah berimplikasi panjang pada kualitas hidup korban, khususnya perlakuan diskriminatif dari masyarakat, sekolah, maupun keluarga yang di terima anak korban kekerasan seksual [40:  Theodorson & Theodorson (1969)] 

Sejauh ini studi mengenai kekerasan seksual pertama kali di bahas oleh [footnoteRef:41] melalui bukunya berjudul “Selective Discrimination against Female Children in Rural Punjab, India” yang menegaskan bahwa anak korban kekerasan seksual di India tidak jarang mendapatkan perlakuan diskriminatif dari masyarakat. Namun, studi yang pernah dilakukan mengenai kekerasan seksual belum mendalami tentang implikasi jangka panjang dari tindak kekerasan seksual, khususnya perlakuan diskriminatif yang dialami anak sebagai korban tindak kekerasan seksual. Oleh karena itu, pembahasan mengenai implikasi dari perlakuan diskriminatif yang diterima anak sebagai korban kekerasan seksual merupakan pembahasan yang sangat penting menurut [footnoteRef:42], karena tindakan tersebut telah memberikan banyak konsekuensi negatif terhadap kualitas hidup anak di masa depan.  [41:  Das Gupta (1987)]  [42:  Steiner et al. (2021)] 

Tabel 4: Disparitas Hukum Pelaku kekerasan seksual pada anak
	Bentuk
	Vonis
	Kasus
	Sumber

	Pemerkosaan 
	20 tahun
	Hakim Pengadilan Negeri Depok memvonis 20 tahun penjara kepada ayah yang memperkosa anak kandungnya di Mekarjaya, Sukmajaya, Depok. Ayah korban berinisial A (48) dinyatakan bersalah dalam kasus tersebut.
	https://news.detik.com/berita/d-6177802/ayah-pemerkosa-anak-kandung-di-depok-divonis-20-tahun-penjara


	Pemerkosaan 
	7 tahun
	Kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh AT (21), anak anggota DPRD Kota Bekasi, Ibnu Hajar Tanjung, berakhir sudah. AT dinyatakan bersalah melakukan perkosaan terhadap anak di bawah umur hingga akhirnya divonis 7 tahun penjara.
"Sudah vonis, 7 tahun penjara," ujar kuasa hukum AT, Bambang Sunaryo, ketika dihubungi detikcom, Jumat (12/3).

	https://news.detik.com/berita/d-5839864/akhir-kasus-pemerkosaan-anak-anggota-dprd-bekasi-berujung-vonis-7-tahun-bui


	Pemerkosaan 
	8,5 tahun
	Seorang paman di Tulang Bawang, Lampung berinisial AR (50) divonis 8,5 Tahun setelah terbukti melakukan pemerkosaan terhadap keponakannya ML (16) yang di bawah umur.
	https://www.rmollampung.id/paman-di-tuba-divonis-85-tahun-kasus-perkosaan-keluarga-terdakwa-sebut-kurang-bukti-jaksa-beri-penjelasan


	Diperkosa 
	Bebas 
	Seorang pelaku pemerkosaan anak usia 14 tahun di Blangpidie Aceh Barat  mendapatkan vonis bebas oleh Majelis Syariah (MS) Blangpidie, Aceh Barat Daya 
	https://m.medcom.id/nasional/daerah/zNArMy8b-terdakwa-pemerkosa-anak-di-aceh-divonis-bebas



	Pemerkosaan ole
	19 tahun 
	seorang pelaku pemerkosaan anak di bawah umur MMS (69) di vonis 19 tahun penjara oleh hakim pengadilan negeri Depok, Rabu (3.8/2022) karena telah melakukan pelecehan dan kekerasan seksual terhadap 10 santriwati di Depok

	https://megapolitan.kompas.com/read/2022/08/03/19305011/oknum-guru-ngaji-yang-cabuli-10-santriwati-di-depok-divonis-19-tahun?page=all 




Hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku kekerasan seksual di Indonesia seringkali belum begitu adil bagi para korbannya, sebagaimana dapat dilihat dari tampilan Tabel 4 memperlihatkan disparitas hukum pidana bagi pelaku kekerasan seksual, di mana disparitas tersebut hadir dengan beragam alasan dari majelis hakim, sehingga memberikan sanksi hukuman berbeda-beda antara antara 7 hingga 20 tahun, hal tersebut belum dirasa adil dengan kerugian yang dialami oleh anak korban kekerasan seksual tersbeut yang berusia dikisaran 14, 15, 16 dan 17 tahun, bahkan pada beberapa kasus pelaku mendapatkan vonis bebas.
Mengingat implikasi dari perlakuan diskriminatif yang diterima anak korban kekerasan seksual, maka pengetahuan dan konsepsi mengenai tindak kekerasan seksual sangat dibutuhkan untuk menjamin sikap dan perlakuan yang tepat terhadap anak sebagai korban. Selain dukungan dari negara dalam bentuk regulasi guna mengecegah terjadinya tindak kekerasan seksual, peran penting dari masyarakat dan keluarga juga sangat dibutuhkan dalam memperlakukan anak sebagai korban kekerasan seksual sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan anak di masa depan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan suatu persoalan besar yang dihadapi oleh negara-negara berkembang, hal tersebut tentunya juga berpengaruh dalam vonis hakim atas pelaku kekerasan seksual. Penegakan hukum di negara-negara tersebut menggunakan satu sumber hukum dalam menetapkan vonis bagi pelaku kekerasans seksual. Sedangkan dalam perundangan-undangan Indonesia sistem hukum belum memberikan kepastian hukum dalam kasus kekerasan seksual.


Keadilan Hukum Berbasis Religius
Kekerasan seksual bukan hanya terjadi di Indonesia, seluruh dunia menjadikan pecelahan dan kekerasan seksual menjadi salah satu momok yang menakutkan. Berbagai negara telah menghukum para pelaku kejahatan seksual secara tegas bahkan di China pada tahun 2011-2012 telah menvonis mati dua guru yang melakukan pelecehan dan pemerkosaan terhadap 13 orang anak sekolah dasar, bahkan ada beberapa kasus pelaku pemerkosaan yang dimutilasi. Sedangkan Arab Saudi memberlakukan hukum Islam dengan sangat tegas bagi para pelaku kejahatan narkotika, pembunuhan, pemerkosaan, perampokan bersenjata dan murtad dengan hukuman pancung [footnoteRef:43]. Bahkan dalam undang-undang negara Islam Iran termaktub keluarga korban pemerkosaan dapat membunuh pelaku pemerkosaan sebagai bentuk pembunuhan demi kehormatan (Honor Killing) tercatat selama kurun waktu 2010-2014 setidaknya telah terjadi sebanyak 8.000 kasus pembunuhan demi kehormatan [footnoteRef:44]. Meski hukum Islam tidak menjelaskan secara jelas terkait dengan hukuman bagi pelaku pemerkosaan akan tetapi Hukum Islam menegaskan terpidana kasus pemerkosaan bagian dari had hirabah di mana sanksi yang diberikan adalah hukuman mati, di salib, dan potong tangan dan kaki secara menyilang [footnoteRef:45] [43:  “Arab Saudi Hukum Pancung Pemerkosa,” accessed August 17, 2022, https://news.detik.com/internasional/d-2848479/arab-saudi-hukum-pancung-pemerkosa.]  [44:  Bijan Pirnia, Fariborz Pirnia, and Kambiz Pirnia, “Honour Killings and Violence against Women in Iran during the COVID-19 Pandemic,” The Lancet Psychiatry, 2020, https://doi.org/10.1016/S2215-0366(20)30359-X.]  [45:  Fitri Wahyuni, “Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam,” Jurnal Media Hukum 23, no. 1 (June 30, 2016), https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0071.95-109.] 

	Hukuman untuk pelaku pemerkosaan di berbagai negara juga sangat beragam, seperti di Afganistan seseorang yang melakukan pemerkosaan dalam waktu 4 hari akan diesksekusi mati dengan cara ditembak [footnoteRef:46]  Adapun pelaku pemerkosaan pada anak di Yordania akan dijatuhi hukuman mati. [footnoteRef:47] sedangkan di India menerapkan hukuman seumur hidup bagi pelaku pemerkosaan anak dibawah umur [footnoteRef:48] Qatar dan Bahrain akan memberikan vonis seumur hidup hingga hukuman mati bagi kasus pemerkosaan. Jika berkaca pada hukum yang diterapkan di Amerika Serikat dalam kasusk pemerkosaan lebih dikenal dengan Hukum Jessica, di mana Ketika pelaku melakukan pemerkosaan untuk pertama kali akan dijatuhi hukuman penjara selama 25 tahun, jika dikemudian hari pelaku melakukan kasus yang sama untuk yang kedua kali, maka pengadilan Amerika akan memberikan vonis seumur hidup, berbeda dengan hukuman bagi pelaku pemerkosaan di Indonesia disebutkan dalam KUHP pelaku akan di pidana selama 12 Tahun [footnoteRef:49] [46:  Julienne Corboz et al., “Children’s Peer Violence Perpetration and Victimization: Prevalence and Associated Factors among School Children in Afghanistan,” PLoS ONE, 2018, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0192768.]  [47:  Catherine Warrick, “The Vanishing Victim: Criminal Law and Gender in Jordan,” Law & Society Review 39, no. 2 (June 1, 2005): 315–48, https://doi.org/10.1111/J.0023-9216.2005.00084.X.]  [48:  Rashmi Rai and Ambarish Kumar Rai, “Sexual Violence and Poor Mental Health of Women: An Exploratory Study of Uttar Pradesh, India,” Clinical Epidemiology and Global Health 8, no. 1 (2020), https://doi.org/10.1016/j.cegh.2019.06.013.]  [49:  Iwan Setyawan, “Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Pada Anak Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” Kultura, 2015.] 

Kekerasan seksual pada anak memberikan dampak jangka panjang bagi korban, sedangakan pelaku hanya dibebankan pada vonis yang dijatuhkan, sejauh ini studi yang berkaitan dengan disparitas hukum pernah diutarakan Barda Nawawi Arief dengan mengusung konsep teori biomirejudika, bahwa hukum selain harus berlaku adil hendaknya keadilan yang berdasarkan ketuhanan [footnoteRef:50]. Anak korban kekerasan seksual akan mendapatkan implikasi jangka panjang baik bersifat psikis maupun fisik, bahkan seringkali mendapatkan perlakuan diskriminatif[footnoteRef:51]. Dengan demikian selayaknya negara memberikan kepastian hukum dalam permasalahan kekerasan seksual pada anak, hal tersebut setidaknya membuka ruang dialog bagi hukum adat, hukum agama, dan hukum positif untuk melahirkan kejelasan payung hukum dalam menentukan vonis bagi pelaku kekerasan seksual pada anak, diharapkan hal tersebut dapat menjadi efek jera bagi pelaku  atau sebagai konsekuensi bagi seseorang yang akan melakukan tindak pidana kekerasan seksual.  [50:  Rustamaji, “Biomijuridika: Pemikiran Ilmu Hukum Pidana Berketuhanan Dari Barda Nawawi Arief.”]  [51:  Ullum Kusumaningtyas, Dewi Rokhmah, and Iken Nafikadini, “DAMPAK KESEHATAN MENTAL PADA ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (EFFECT OF MENTAL HEALTH ON CHILDREN AS VICTIM OF SEXUAL VIOLENCE),” Artikel Ilmiah Hasil Penelotian Mahasiswa, 2013.] 

Penegakan hukum berkeadilan dapat terwujud dalam perkara pidana kekerasan seksual bila telah melibatkan tiga unsur penting dalam pertimbangan hukum itu sendiri. Pertama adalah agama, selain memiliki peran penting sebagai pedoman hidup manusia (way of life), agama merupakan keadilan yang bersumber pada ketuhanan bagi manusia [footnoteRef:52]. Kedua keadilan hukum harus disandarkan pada adat istiadat, selain bagian dari kebudayaan adat istiadat juga melegitimasi hukum tidak tertulis yang selalu menjadi acuan masyarakat dan sumber keadilan sesama manusia [footnoteRef:53]. Dan ketiga, keadilan hukum baru dapat ditegakkan setelah melibatkan pemerintah selaku pembuat peraturan perundang-undangan dapat menjadi sumber lahirnya keadilan hukum [footnoteRef:54]. ke tiga hal tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam proses hukum. Sehingga keadilan yang berdasarkan pada sumber hukum agama, adat dan negara akan melahirkan produk hukum yang berkeadilan.  [52:  Fauzi Almubarok, “KEADILAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM,” Journal ISTIGHNA, 2018, https://doi.org/10.33853/istighna.v1i2.6.]  [53:  Ahmad Tahali, “HUKUM ADAT DI NUSANTARA INDONESIA,” Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum, 2018, https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5398.]  [54:  Moh. Mahfud MD, “Politik Hukum Di Indonesia,” Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim, 2014.] 

Hukum sejatinya selalu disandarkan pada nilai-nilai ketuhanan, selain itu nilai-nilai ketuhanan selalu memberikan keadilan bagi ciptaannya, sebagaimana Tuhan telah menciptakan kesempurnaan alam semesta beserta apapun yang ada diantara keduanya. Sehingga cahaya ketuhanan dapat dimanifestasikan dalam hukum dapat melahirkan keadilan hukum berbasis agama. Selanjunya wajib dilakukan reorientasi ilmu hukum di mana paradigma hukum saat ini seringkali tidak sejalan dengan realitas hukum, seperti gap antara ilmu hukum sebelum kemerdekaan dan ilmu hukum setelah kemerdekaan, untjuk itu dibutuhkan pandangan baru untuk memberikan sumbangsih orientasi pada ilmu hukum di Indonesia tentunya tidak melepaskan sumber agama dan adat. Pada akhirnya penegakan hukum kedepan tidak hanya didasarkan kepada undang-undang semata, akan tetapi penerapan dan penegakan hukum dapat dilakukan secara adil dan bersandar pada nilai ketuhanan sema hal tersebut mendorong pemerintah untuk melakukan pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

Conclusion 
Praktik penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual masih belum diberikan hukuman yang adil, pada satu sisi vonis yang diberikan seringkali tidak tidak menjadi efek jera bagi para pelaku kekerasan seksual pada anak, sedangkan di sisi lain korban menanggung beban berpanjangan akibat dari kekerasan seksual yang diterima. Sejatinya hukum tegak dengan penuh keadilan yang bersumber pada nilai ketuhanan dan tetap menjaga tata nilai adat istiadat. Hal tersebut disatukan dalam satu ekspresi yang ditelaah oleh pemrintah untuk merekonstruksi hukum pidana yang ada di Indonesia, sehingga selain menjaga kebudayaan adat istiadat sebagai bagain dari hukum tidak tertulis, juga ikut menerapkan nilai keadilan hukum yang bersumber pada keadilan Ilahi. Selain itu diperlukan juga memperhabarui pandangan terhadap ilmu hukum, sehingga nantinya dapat memberikan kontribusi pada masyarakat dalam bidang kajian hukum, di mana para penegak hukum nantinya bukan menjatuhi hukuman sebatas dasar perundang-undangan, akan tetapi lebih daripada itu para penegak hukum dapat memberikan sanksi hukuman dengan tuntunan ketuhanan, dengan demikan pemerintah dapat mempercepat dan mendorong untuk dilakukannya pembaruan hukum di Indonesia.
Penelitian ini juga merupakan ruang dalam kajian hukum, sejatinya bukan hanya bersifat pada kelembagaan penegak hukum dan pelaku kekerasan seksual, akan tetapi lebih kepada analisis terkait fungsi keadilan hukum secara institusional yaitu hukum pidana terkhusus hukum pidana Islam, karakteristik Indonesia yang menggunakan hukum positif sebagai hukum negara, sedangkan masyarakat adat masih menjunjung tinggi hukum adat yang berlaku, pada tata aturan hukum rumah tangga dan muamalah hukum Islam dijadikan rujukan masyarakat dalam menentukan sesuatu. Ketika terbangunnya sistem dan tatanan hukum yang adil, ketimpangan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual pada anak tidak akan terjadi berulang-ulang kali. Disparitas hukum pidana bagi pelaku kekerasan seksual pada anak juga banyak terjadi di beberapa negara berkembang. Sehingga membutuhkan adanya ruang dialog diskrusif antara lembaga penegakan hukum,  perundangan-undangan dan praktisi ilmu hukum untuk dapat melahirkan pembaharuan hukum pidana. Dengan demikian tulisan ini nantinya dapat memberikan kontribusi baik pada aspek hukum adat, hukum pidana, hukum islam, terutama sekali pada moralitas hukum dalam perspektif peradaban, terutama dengan hukum pidana kekerasan seksual yang melekat pada pentradisian masyarakat.
Tulisan ini menunjukkan bahwa disparitas hukum pidana pada kasus kekerasan seksual pada anak terjadi selain tidak adanya payung hukum yang jelas terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak, walaupun demikian, peneltiian ini belum dianggap cukup mampu memberikan gambaran terkait tindak pidana secara menyeluruh, agar dapat mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif, diperlukan suatu analisis lebih dalam terkait bagaimana eksistensi keadilan hukum bersumber pada nilai-nilai ketuhanan, tentunya pada tulisan ini belum dikaji dengan begitu detail dan seksama. Sejalan dengan itu, disarankan adanya suatu penelitian yang lebih detail untuk menindaklanjuti pola keadilan hukum berbasis religiusitas yang lebih persentatif, selain tidak hanya bersandar pada suatu kasus, tetapi turut menganalisis bagaimana hubungan harmonis antara hukum adat, hukum agama dan hukum psositif terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Pada saatnya nanti dapat menjadi pelengkap untuk ruang lingkup yang kurang dalam penelitian ini, terkait dengan disparitas hukum pidana bagi pelaku kekerasan seksual pada anak berbasisi religius. Sehingga pada akhirnya keadilan hukum berbasis ketuhanan sangat dibutuhkan, karena sejatinya kekerasan sekual pada anak merupakan bagian yang dapat perusak masa depan suatu bangsa dan negara.
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